
SALINAN

GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TARGET KINERJA PENERIMAAN

RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa unhrk melaksanakan ketenttran Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 ?ahun 20L0 tentang Tata Cara
pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pqiak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Bengktrlu tentang Penetapan Target Kinerja
Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Benglarlu Tahun
Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5Oa9);

3. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 201L tentang
' Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL
i.Iomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang
PerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor2S
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Ta]run 2015 Nomor 58,
farnfafran Lernba:ran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang
berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967

dan Pelaksana€ur Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
ilomot 34, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2SSal;
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OLO tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ALA
Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5767|;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A16 Nomor L44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 13 Tahun
20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2AI1 tentang Perubaha:r Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun
2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor
31o);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
20361;

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun
2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (kmbaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2OlO Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun
2OLA tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan di
Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2O1O Nomor 3);

Perafuran Daerah Pr.ovinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun
2oll tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Provinsi Bengkulu Tatrun 2OLL Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 9 Tahun 2}ll tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1O Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2OlL
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2AL7 Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun
2OLl tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun zOLl Nomor 11);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARGET

KTNERJA PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI

BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat
Daerah Frovinsi Bengkulu sebagai rllIsllr penyelenggara
Pemerintah Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu'

4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Bengkulu.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu-

6. Kepala organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala
Dinas/BaaanTeiro lKantor atau Pejabat yang ditunjuk
oleh Gubernur yang memiliki fungsi dan melaksanakan
pemungutan dan penerimaan Retribusi Daerah'

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingarl orang pribadi atau badan.

g. pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
Penghimpunan Data Objek dan Subjek Retribusi,
penintuan besarnya Retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi
serta pengawasan PenyetorannYa.

BAB II

TARGET KINERJA PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 2

(1) Pencapaian target kinerja penerimaan retribusi daerah
tahun anggaran 2AL8 ditetapkan sebagai berikut:

a. triwrrlan I sebesar 16 oy'o [enam belas persen)'

b. triwulan II sebesar 4196 (empat puluh satu persen)'

c. triwulan III sebesar 67 o/o (enam puluh tu:uh persen)'

d. triwulan IV sebesar 1OO% (seratus persen).

Pemberian insentif retribusi daerah dilakukan apabila
target sebagaimana dimaksud ayat (1) tercapai.
Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud
ayat {21 dilaksanakan dengan Keputusan Gubernur.

(2t

(3)
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BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan
Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan
pengundartgan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 26 Marct 2018

PIt. GUBERNUR BENGKULU,

rtd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 26 Maret 2OL8

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd,

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 13

BIRO HUKUM,
dengan aslinya

TK.I


